
BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-XII/2014, tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi telah diatur dalam ketentuan
Pasal 102 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan Nomor:S-209/PK.3
/2016 tanggal 9 September 2016 hal Pedoman
Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, maka setelah dilakukan evaluasi dan
peninjauan kembali, dipandang perlu melakukan
penyesuaian dengan mengubah besaran tarif Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 118 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

SALINAN
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman

Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama

Telekomunikasi;

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika,

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor :

19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor : 3/P/2009
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tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan

Bersama Menara Telekomunikasi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun

2015 tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun

2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Ketentuan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi yang tercantum dalam Pasal 102

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi

Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut:

- Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ditetapkan sebesar Rp. 2.280.000,00 (dua juta dua

ratus delapan puluh ribu rupiah) per tahun untuk

setiap menara telekomunikasi.
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di  Magetan

pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 39


